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GUBDRNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang  :  a. bahwa   dalam   rangka   membenkan   perlindungan,

pengayoman dan pendaFnpingan hukum bagi PcgawaI Negc五

Sip」/Anggota Korps Pegaw」  Republik lndoncsia yang

terkena  masalah  hukum,  diperlukan  satu  Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);

bahwa untuk memperlancar kegiatan LKBH sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pengurus LKBH;
bahrva berdasarkan pertimbaagan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 201g;

Mengingat : 1.

b.

C.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,

1958   tcntang

Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor ll5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791; :,/



MemperhaLn:

Menetaphn :

―
TU   :

Kcputusan Musyawarah Nasional VH Korps Pcgawai Rcpublik

lndonesia Nomor : 06/MunaSVH/X1/2009 tentang Program

Nasional Kbrps Pegawai Republik lndonesia;

MEMUTUSKAN:

Pengurus Lcmbaga Konsultasi dan Bantuan Hulmm Korps

Pegawai Republik lndonesia Provinsi Nusa Tenggara Tilnur

Tahun 2018.

Pclindung dan Pcmbina dari Pcngurus Lcmbaga scbagalmana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana

tcrcantum dalam Lampiran I Kcputusan ini.

Susunan Kcanggotaan dan Rincian Tugas daH Pengurus

Lembaga scbagamana dilnaksud dalam Diktum KESバ TU adalah

sebag―ana tercantum dalam Lampiran H Keputusan ini.

Dalarn   melaksanakan   tugasnya,   Pcngurus   Lcmbaga

sebagaimana dimaksud dalam   Diktum   KETIGA

bertanggungiawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur

melalui Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 2018

sampai dengan tanggal 31 Desember 2O18 dengan ketentuan

akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEDUA     :

KETIGA    :

KEEMPAT   :

‐ LIMA   :

KEEN皿

Ditctapkan di Kupang

y∬l驚識潔譜篤G鉱ピ器UR′
SEKRETARIS DAERAH,

〆

、Ir.BE ITUS POLO nIING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196205241989031014

Tembusan:
1 Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubemur Nusa Tengga.ra Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspekhr Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur di Kupa.ng;
4. Kepa.la Badan Pendapatan, Pengelol,a Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.



LAMHRAN I:KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TEⅡ GGARA TI―
NOMOR   :5b/KEP/HK/2018
TANGGAL :ε

り∪A・(ar4名1 2018

PELINDUNG DAN PEMBINA
DARI PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROⅥNSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

ya.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURん
SEKRITARIS DAERAH,

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196205241989031014

NO N― /JABATAN KEDUDUKAN

1 2 3
１
■ Gubernur Nusa Tenggara Timur Pelindung

2. Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Pembina



'  LAMPIRAN II:KEPUTUSAN OtyBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR   :ぁ /KEP/HK/2018
TANGGAL 

も ぃ 岬
4・R12018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018

NO NAMAノJABATAN KEDUDUKAN RINCIAN TUGAS

1 2 3 4
１
■ Kepala Biro Hukum Setda

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ketua Memimpin, mengarahkan dan

mempertan ggungj awabkan
semua kegiatan yang
dilaksanakan berkaitan
dengan kasus yang ditangani.

2. Kabag Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa ?enggara
Timur

Wakil Ketua Membantu Ketua dalam
melaksanakan tugas-tugas
yang berkaitan dengan kasus
yang ditangani.

3. Sekretaris Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik
Indonesia Provinsi Nusa
Tengqara ?imur

Sekretans Melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan
memberikan dukungan
administrasi kepada pengurus
LKBH.

4. Kabid Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wakil
Sckretaris

Membantu Sekretaris dalam
melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas yang
berkaitan dengan
kesekretariatan LKBH
KORPRI.

5 Kabag Usaha dan Bantuan
Sosial pada Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Ketua Bidang
Litigasi/
Tenaga

Pendamping

Membantu pengacara
menangani dan
menyelesaikan kasus yang
dialami oleh anggota Korps
Pegawai Republik Indonesia.

6 Ketua Dewan Pengurus Daerah
Ikatan Advokat Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota Sebagai Pengacara yang
secara professional
membantu menangani kasus
yang menimpa anggota korps
Pegawai Republik Indonesia.

7. Kasubag Bantuan Hukum dan
Sosial pada Sckretanat Dewan
Rngurus Korps Pcgawai
Republik  lndonesia  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Ketua Bidang
KOnsultasi
dan Bantuan
Hukum/
Anggota

Memberikan konstrltasi
hukum bagi anggota Korps
Pegawai Republik Indonesia.

8. Kasubag Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota Memberikan konsultasi
hukum bagi anggota Korps
Pegawai Republik Indonesia.



1 2 3 4

9 Kasubid Disiplin Pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua
Bidang

Kajian dan
Sosialisasi
Hukum/
Anggota

Melakukan sosialisasi dalam
rangka meningkatkan
kesadaran hukum anggota
Korps Pegawai Republik
Indonesia.

10 Kasubag Rancangan Perda pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota Melakukan sosialisasi dalam
rangka meningkatkan
kesadaran hukum anggota
Korps Pegawai Republik
Indonesia.

V a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURf

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196205241989031014

S DAERAH,

S POLO MAING


